BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Pelayanan Publik

pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan
dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan
administratif atau pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang
dibutuhkan oleh publik. Menurut Litjan Poltak Sinambella, dkk (2007: 5)
menyetakan bahwa,“Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan
kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara”. Negara didirikan oleh publik
(masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah
kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya
diharapkan oleh masyarakat.

Pemberian pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun
oleh pihak swasta atas nama pemerintah. Pelayanan publik menurut Hardiyansyah
(2011: 12) adalah, “pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau
masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi
itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk
memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan”

Pemberian pelayanan dari pemerintah bertujuan untuk memberikan
bantuan kepada penerima pelayanan yaitu masyarakat dalam rangka mencapai

tujuan tertentu. Pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok

10
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atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat
dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah setiap kegiatan
yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan
bantuan kepada masyarakat yang memiliki kegiatan yang hasilnya tidak terikat
pada suatu produk secara fisik dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Saefullah (2008) untuk memberikan pelayanan publik yang lebih
baik perlu ada upaya untuk memahami sikap dan perubahan kepentingan publik
sendiri. Prubahan kehidupan dunia yang begitu cepat mempunyai pengaruh yang
cepat pula terhadap perubahan sikap dan prilaku masyarakat secara umum.

Pada prinsipnya setiap pelayanan umum ini, senantiasa harus selalu
ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan keinginan klien atau masyarakat pengguna
jasa. Akan tetapi kenyataannya untuk mengadakan perbaikan terhadap kualiatas
pelayanan publik bukanlah suatu yang mudah.banyaknya jenis pelayanan umum
di negeri ini dengan macam-macam persoalan dan penyebab yang sangat
bervariasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga perlu dicari suatu metode
yang mampu menjawab persoalan yang tadi.

Thoha (2007) pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian
pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu dengan aturan pokok dan tata cara yag telah
ditetapkan. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi perkembangan

yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat semakin baik, merupak
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indikasi dari e mpowering yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti
masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai
warga negara dalam hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat
semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada
pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan
kontrol terhadap apa ynag di laukan oleh pemerintahnya. Pada kondisi dan situasi
yang demikian, maka birokrasi atau organisasi publik harus dapat memberikan
pelayanan yang lebih baik, lebih berkualitas, profesional, proposional, efektif,
efesien, trasnparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaktif.

Pelayanan merupakan aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan
mengrus kebutuhan masyarakat/pelanggan. Menurut intruksi presiden No. 1
Tahun 1995 dalam kutipan Hardiansyah tentang perbaikan dan peningkatan umum
pelayanan, dinyatakan bahwa hakikat pelayanan publik adalah :

a. Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi

pemerintahan dibidang pelayanan publik.
b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana secara berdaya

guna dan berhasil pula.

c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat
dalam pembangunan dalam meningkatkan Kkesejahtraan masyarakat
(hardiansyah. 2011:42)

Dari beberapa pengertian pelayanan publik dan pelayanan publik yang
telah diuraikan diatas, dalam konteks pemerintahan daerah, pelayanan publik

dapat disimpulkan sebagai pemberi layanan atau melayani keperluan orang atau
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masyarakat dan organisasilain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu,
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditunjukan untuk
meberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Sedangkan penyelengara
pelayanan publik menurut Bab | Pasal layat 2 Undang-Undang No. 25/2009
adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan
badan hukum lain yang di bentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Dari pengertian dan penjelasan tersebut, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan
publik, yaitu: unsur pertama, organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu
pemerintah/pemerintah daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan)
yaitu orang atau masyarakat dan oraganisasi yang berkapentinagan, dan unsur
ketiga, adalah kepuasan yang dibrikan atau diterima oleh penerima layanan
(pelanggan).
2.2 Unsur-Unsur Pelayanan publik
Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari
pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan
masyarakat. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih
diposisikan sebagai pihak yang yang “melayani” bukan yang dilayani. Dalam
proses kegiatan pelayanan terdapat beberapa faktor atau unsur yang mendukung
jalannya kegiatan. unsur-unsur tersebut antara lain:

a. Sistem, Prosedur dan Metode Yaitu di dalam pelayanan publik perlu
adanya sistem informasi , prosedur dan metode yang mendukung kelancaran

dalam memberikan pelayanan.
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b. Personil Terutama ditekankan pada perilaku aparatur; dalam pelayanan
publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin

dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.

c. Sarana dan prasarana Dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan
ruang Kkerja serta fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat parkir

yang memadai.

d. Masyarakat sebagai pelanggan Dalam pelayanan publik masyarakat
sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun

perilakunya.

Selanjutnya Moenir menegaskan bahwa unsur-unsur tersebut tidak dapat
dipisahkan satu dengan yang lainnya karena keempatnya akan membentuk proses

kegiatan (activity), antara lain:

a. Tugas layanan Dalam pelayanan umum pemerintah harus memberikan
pelayanan sesuai dengan tugas yang diterima untuk melayani sesuai kepentingan

masyarakat.

b. Sistem atau prosedur layanan Yaitu dalam pelayanan umum perlu
adanya sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam

memberikan pelayanan.

c. Kegiatan pelayanan Dalam pelayanan umum kegiata yang ditujukan
kepada masyarakat harus bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan tanpa adanya

diskriminasi.
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d. Pelaksanaan pelayanan Pemerintah sebagai pelaksana pelayanan
semaksimal mungkin mengatur dan merencanakan program secara matang agar
proses pelayanan akan menghasilkan struktur pelayanan yang mudah, cepat tidak

berbelit-belit dan mudah dipahami masyarakat.

Proses kegiatan dalam suatu pelayanan tidak hanya ditentukan oleh satu
pihak, melainkan dari semua pihak yang terlibat dalam pelayanan. Sejalan dengan
pendapat Moenir, selanjutnya Atep Adya Bharata (2003: 11) mengemukakan
pendapatnya bahwa terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik,

yaitu :

a. Penyedia layanan yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan
tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan

penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (service).

b. Penerima layanan yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen

(customer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.

c. Jenis layanan yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan

kepada pihak yang membutuhkan layanan.

d. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan
harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini
sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh pelanggan itu
biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa yang

mereka nikmati.
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Pelayanan publik yang baik tercipta apabila tujuan dari proses pelayanan
telah tercapai. Ada beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam suatu pelayanan
publik yang baik. Selanjutnya Kasmir (2006: 34) mengemukakan ciri-ciri

pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Tersedianya karyawan yang baik. Hal pertama yang perlu diperhatikan
adalah faktor manusia itu sendiri. Manusia yang melayani harus memiliki
kemampuan melayani secara tepat dan cepat. Disamping itu juga harus memiliki
kemampuan dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah dan bertanggungjawab

penuh terhadap pelanggan.

b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik. Sarana dan prasarana yang
dimiliki harus mendukung kecepatan, ketetapan, dan keakuratan pekerjaan. Sarana

dan prasarana harus dilengkapi oleh kemajuan teknologi terkini.

c. Bertanggungjawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal
hingga akhir. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan, pemberi layanan harus
mampu bertanggungjawab melayani setiap pengguna layanan dari awal hingga
selesai. Para pelanggan akan merasa puas apabila mereka merasakan adanya

tanggungjawab dari pemberi layanan.

d. Mampu melayani secara cepat dan tepat. Dalam melayani pelanggan
pemberi layanan harus melakukan sesua dengan prosedur layanan yang telah
ditetapkan. Melayani secara cepat artinya melayani dalam batasan waktu yang
normal. Sedangkan melayani dengan tepat adalah jangan sampai terjadi kesalahan

baik dalam hal pembicaraan maupun pekerjaan.
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e. Mampu berkomunikasi. Mampu berkomunikasi artinya pemberi
layanan dapat berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.
Selain itu, pemberi layanan harus mampu dengan cepat memahami keinginan

pelanggan.

f. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi. Pemberi layanan
harus bisa memberikan jaminan kerahasiaan dari setiap transaksi yaitu menjaga

kerahasiaan informasi data dari pelanggan.

g. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. Pemberi layanan
harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk menghadapi pelanggan

maupun kemampuan dalam bekerja.

h. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan). Pemberi layanan

harus cepat tanggap terhadap keinginan pelanggan.

i. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan).
Kepercayaan merupakan ujung tombak perusahaan untuk menjalankan aktivitas.
Apabila pelayanan mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan, maka akan

menimbulkan kepercayaan kepada pelanggan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur
pelayanan publik meliputi sistem, prosedur , metode, personil, sarana dan
prasarana, masyarakat sebagai pelanggan, jenis layanan, kepuasan pelanggan. Jika
suatu pelayanan telah memenuhi unsur-unsur tersebut diharapkan akan mencapai

tujuan utama pelayanan publik yaitu kepuasan pelanggan atau masyarakat.
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2.3 Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Kegiatan pelayanan tidak dapat dilepaskan dengan manusia, karena
pelayanan mempunyai kaitan erat dengan kebutuhan hidup manusia, baik itu
sebagai individu maupun sebagai makluk sosial. Keanekaragaman dan perbedaan
kebutuhan hidup manusia menyebabkan adanya bermacam-macam jenis
pelayanan pula, dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
Pemberian pelayanan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun dapat
dilakukan oleh pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada
masyarakat. Pelayanan publik yang dijalankan oleh pihak swasta bermotif
ekonomi, yaitu mencari keuntungan. Dilihat dari bidang kegiatan ekonomi, ada

lima jenis pelayanan umum, yaitu sebagai berikut:

a. Business service, menyangkut pelayanan dalam kegiatan-kegiatan

konsultasi, keuangan, dan perbankan.

b. Trade sevice, Kkegiatan-kegiatan pelayanan dalam penjualan,

perlengkapan, dan perbaikan.

c. Infrastruktur service, meliputi kegiatan-kegiatan pelayanan dalam

komunikasi dan transportasi.

d. Sosial and personal service, pelayanan yang diberikan antara lain dalam

kegiatan rumah makan dan pemeliharaan kesehatan

e. Public administration, yang dimaksudkan disini adalah pelayanan dari

pemerintah yang membantu kestabilan dan pertumbuhan ekonomi.
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2.4 Konsepsi Pelayanan publik

Konsepsi  pelayanan  publik, berhubungan dengan bagaimana
meningkatkan kapasitas  kemampuan pemerintah atau pemerintah daerah
menjalankan fungsi pelayanan, dalam konteks pendekatan ekonomi, menyadiakan
kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat. Kebutuhan pokok masyarakat
akan terus berkembang seiring dengan tingkat perkembangan sosio-ekonomi
masyarakat. Artinya, pada tingkat perkembangan tertentu, sesuatu jenis barang
dan jasa yang sebelumnya dianggap sebagai barang mewah, dan terbatas

kepemilikannya atau tidak menjadi kebutuhan pokok (Depdagri-LAN,2007).

Pemyediaan pelayanan dasar (core public services) dalam konteks
pendekatan sosial, berhubungan dengan penyediaan pelayanan dibidang
pendidikan dan kesehatan. Secara ekonimis, penyediaan pelayanan dasar tersebut
tidak memberikan keuntungan finansial atau PAD kepada daerah, dan bahkan
membutuhkan biaya dalam jumlah yang besar untuk menyediakan pelayanan
pendidikan dan kesehatan. Pemyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan harus
dilihat sebagai infestasi jangka panjang yang harus disikapi secara bijak dengan
pandangan dan pemikiran jauh kedepan, karna hasilny baru akan dinikmati oleh
masyarakat dan pemerintah/pemerintah daerah di amsa datang. Kebijakan
penyediaan pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan, pada hakekatnya
menjadi tugas dan kewajiban pemerintah daerah, untuk mewujudkan cita-cita
bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945.
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2.5 Asas-Asas Pelayanan Publik

Bahwa pelayana publik dilakukan tiada lain untuk memberikan kepuasan
bagipengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya secara niscaya membutuhkan
asas-asas pelayanan. Dengan kata lain, dalam memberikan pelayanan publik,
instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik
Asa-asas pelayanan publik menurut keputusan Menpan Nomor 63/2003 sebagai
berikut:

a. Transparansi. Bersifat terbuka, muda dan dapat diakses oleh semua
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti

b. Akuntabilitas. Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada perinsip efesiensi dan
efektifitas.

d. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan
masyarakat.

e. Kesamaan hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku,
ras, agama, golongan, gender dan setatus ekonomi.

f. Keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
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an menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20009,

penyelenggaran pelayanan publik berasaskan:

fab)

. Kepentingan umum;

Kepastian hukum;

Kesamaan hak;

Keseimbangan hak dan kewajiban;
Keprofesionalan;

Partisipatif;

Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

Keterbukaan;

. Akuntabilitas;

. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

Ketepatan waktu,

Kecepatan, kemedahan, dan keterjangkauan

2.6 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggaraan pelayanan

publik, yaiutu; penyelenggaran negara/pemerintah, peyelenggaran perekonomian

dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan

usaha/ badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan

fungsi pelayanan publik, badan usaha/ badan hukum yang bekrjasama dan/ atau

dikontrak untuk melaksanakan sebagai tugas dan fungsi pelayanan publik. Dan

masyarakat umum atau swasta yang melaksankan sebagai tugas dan fungsi

pelayanan publik dan yang tidak mampu disediakan oleh pemerintah/pemerintah
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daerah. Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa
penyelenggaran pelayanan publik adalah setiap institusi peyelenggaran negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk
kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata
unuk kegiatan pelayanan publik, Pada Ayat 6 Undang-Undang yang sama
disebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas,
dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggaran yang bertugas

melaksanakan tindakan atas rangkain tindakan pelayanan publik.

2.7 Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Sepuluh perinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan Mentri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh pereinsip tersebut

adalah sebagai berikut;

1. Kesederhanaan; prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah
dipahami, dan muda dilaksanakan;

2. Kejelasan; 1) persyaratan teknis dan adminidtratif pelayanan publik; 2)
unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan
pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan
pelayanan publik; 3) rincian biaya pelyanan publik dan tata cara pembayaran.

3. Kepastian waktu;pelaksanaan pelayanan publik dapat dilaksanakan dalam
kurung waktu yang ditentukan;

4. Akurasi;produk pelayanan publik diterima dengan benar,tepat dan sah.
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5. Keamanan;proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman
dan kepastian hukum.

6. Tanggung jawab;pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat
yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
penyelesauan keluhan/persoalan dalam persoalan dalam pelaksanaan pelayanan
publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja,peralatan kerja dan pendukung
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi dan
informatika (telematika).

8. Kemudahan akses;tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang
memadain, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan oleh
telekomunikasi dan informasi.

9. Kedisiplinan,kesopanan dan keramahan; pemberi pelayan harus bersikap
disiplin, sopan dan santu, rama, serta memberi pelayanan dengan ikhlas

10. Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat
ibadah dan lainya.

2.8 Dimensi Dan Indikator Kualitas Pelayanan Publik

membangun sebuah pelayanan yang berkualitas memang bukanlah hal yang
mudah, karna akan ditemui beberapa tantangan dan kendala yang harus sikapi
positif demi pengembangan pelayanan selanjutnya. Tantangan dan kendala ini

wajar terjadi mengingat banyaknya komponen-komponen menenjang pengelolah
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pelayanan publik. (LAN, 2003) disebutkan bahwa tantangan dan kendala dalam

pelayanan publik adalah:

7.

8.

Kontak antara pelanggan dangan penyedia layanan.
Variasi pelayanan.

Para petugas pelayanan.

Setruktur organisasi.

Informasi.

Kepekaan pemerintah dan penawaran.

Prosedur.

Ketidakpercayaan publik terhadap kualitas pelayanan.

Umumnya yang sering muncul di mata publik adalah pelayanan yang

diberikan kepada petugas pelayanan. Petugas pelayanan merupakan adalah ujung

tombak terdepan yang berhadapan langsung dengan publik. Itu sebabnya, sebagai

petugas terdepan harus memiliki profesionalisme, bagaimana cara memberikan

pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Menurut Lovelock dan Wright (2007) ada 4 (empat) fungsi inti yang harus

dipahami penyedia pelayanan jasa, yaitu:

1. Memahami persepsi masyarakat yang senangtiasa berubah tentang nialai

dan kualitas jasa atau produk,
Memahami kemampuan sumber daya dalam menyediakan pelayanan,
Memahami arah pengembangan lembaga pelayanan agar nilai dan

kualiats yang diinginkan masyarakat terwujud
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4. Memahami fungsi lembaga pelayanan agar nilai dan kualitas jasa/produk

tercapai dan kebutuhan setiap stakholders terpenuhi.

Menurut hardiansyah (2018) kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi,
yaitu: Tangibel (Berwujud), Realiability (Kehandalan), Responsiviness
(Ketanggapan), Assurance (jaminan), dan Empathy (Empati). Masing-masing

dimensi memiliki indikator-indikatorn sebagai berikut:

Untuk dimensi Tangibel (Berwujud), terdiri atas indikator:

1. Penampilam petugas/aparatur dalam melayani pelanggan
2. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan

3. Kemudahan dalam proses pelayanan

4. Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan
5. Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan

6. Pengguna alat bantu dalam pelayanan

Untuk dimensi Reliability (Kehandalan), terdiri atas indikator:

1. Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan

2. Memiliki standar pelayanan yang jelas

3. Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu dalam
proses pelayanan

4. Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan

Untuk dimensi Responsivines (Respon/ketanggapan), terdiri atas indikator:

1. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan
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2. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat
3. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat
4. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat

5. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas

Untuk dimensi Assurance (Jaminan), terdiri atas indikator:

1. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan
2. Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan
3. Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan

4. Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan

Untuk dimensi Empathy (Empati), terdiri dari indikator:

1. Mendahulukaan kepentingan pemohon/pelanggan

2. Petugas melayani dengan sikap ramah

3. Petugas melayani dengan sikap sopan santu

4. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan)

5. Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan

2.9 Maklumat Pelayanan Publik

Menerut hardiansyah (2018) Istilah maklumat pelayanan, dimaksudkan
memiliki kesamaan istilah Servicr Charter, merupakan suatu dokumen yang
memeuat dan menjelaskan informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik
dan standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan

publik, untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Maklumat
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pelayanan juga sebagai salah satu cara pendekatan dalam penyelenggaraan
pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, yang ditujukan untuk

memuaskan pelanggan atau penerima jasa pelayanan.

Maklumat pelayanan, pada dasarnya untuk megikat penyelengara pelayanan,
dan menjadi patokan atau pedoman bagi aparat penyelengara pelayanan publik
didalam menjalankan tugas dan fungsi menyediakan dan melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat. Penyelengara terikat dengan ketentuan dalam maklumat,
seperti; disiplin dan ketaatan melaksanakan prosedur oprasional, menerapkan
ketentuan persyaratan, biaya, waktu untuk proses dan penyelesain, mekanisme
dan proses pengelola penyelesaian pengaduan/sengketa, serta tanggung jawab
pelaksanaan pelayan publik. Maklumat pelayan merupakan bentuk legalitas yang
memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapat kan akses pelayanan publik

yang sesauai dengan harpan dan kebutuhannya.

Untuk itu, pemerintah daerah di dalam merumuskan dan menyusun maklumat

pelayanan publik, dapat mengambil langkah untuk :

a. Melakukan identifikasi dan analisis data, informasi mengenai jenis
pelayanan yang perlu dan seharusnya ditetapkan, sesuai urusan dan
kewenangannya.

b. Melibatkan masyarakat untuk mendapatkan masukan, saran, dan informasi
jenis pelayanan yang nyata dibutuhkan oleh masyarakat daerahnya, serta
memberikan akses kepada masyarakat dalam proses perumusan dan

penyusunan maklumat pelayanan publik.
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c. Mempertimbangkan keberagaman daerah, kondisi geografis, mata
pencarian penduduk dan kehidupan sosial budaya masyarakat, sebagai
bahan kajian dan bahan perumusan serta maklumat pelayanan publik.

d. Menganalisis kelembagaan yang ada, kemampuan personil, jumlah
personil, kemampuan anggaran dan lainnya diperkirakan akan
mempengaruhi kualaitas pelayanan, disiplin aparat pelaksana untuk tepat
waktu dalam proses dan penyelesaian pelayanan.

e. Realistis dalam merumuskan persyaratan, waktu, biaya, dan lainnya agar
memberikan kemungkinan untuk bisa dilaksanakan dengan baik oleh
aparat penyelenggara.

2.10 Manfaat Kualitas Pelanan Publik

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi, tuntunan masyarakat
terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik semakin diraskan penting karna
masyarakat semakin keritis terhadap peroduk jasa yang diperolehnya. Kualitas
pelayanan akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan layanan yang
diberikan. Kaitannya dengan pelayanan publik, kualitas layanan merupakan
indikator penting yang dapat menentukan keberhasilan pemenuhan aspek-aspek
pelayanan publik.

Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2005) menyebutkan bahwa
terhadap beberapa manfaat yang akan diproleh sebuah perusahaan dengan adanya
kualitas pelayanan, yaitu:

1. Kualitas berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas

memberikan dorongan khusus bagi para pelanggan untuk menjalin
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ikatan relasi saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan
perusahaan.

2. Perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasarnya melalui pemenuhan
kualitas yang bersifat costomer-driven.

3. Kualitas dapat mengurangi biaya. Biaya untuk mewujudkan produk
berkualitas jauh lebih kecil dibandingkan biaya yang ditimbulkan

apabila perusahaan gagal memenuhi standar kualiatas.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari
kualitsa pelayanan adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerja

organisasi yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

2.11 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan

Pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan kepuasan
kepada masyarakat. Pelayanan yang optimal pada akhirnya juga akan mampu
meningkatkan image organisasi sehingga citra organisasi dimata masyrakat terus
meningkat. Adanya citra organisasi yang baik, maka segala yang dilakukan oleh
organisasi akan dianggap baik pula. Menurut Kasmir (2006:3) faktor yang

mempengaruhi pelayanan adalah :

Faktor utama yang mempengaruhi pelayanan adalah sumberdaya manusia.
Artinya peranan manusi (karyawan) yang melayani masyarakat merupakam faktor
utama karena hanya dengan manusialah pelanggan dapat berkomunikasi secara

langsung dan terbuka.
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Menurut Atep Adya Barata (2003:3) kualitas pelayanan terbagi menjadi dua
bagian yaitu kualitas pelayanan internal dan eksternal masing-masing bagian

tersebut dipengaruhi beberapa faktor yang cukup penting, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal (interaksi pegawai
organisasi), yaitu pola manajemen umum organisasi, penyediaan fasilitas
pendukung, pembangunan sumberdaya manusia, iklim kerja dan keselarasan
hubungan kerja, serta pola insentif.

b. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan eksternal (pelanggan
eksternal), yaitu pola layanan dan tata cara penyediaan layanan, pola layanan
distribusi jasa, pola layanan penjualan jasa, dan pola layanan penyampain

jasa.
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